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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 201
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Sistem Akuntansi
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual diberlakukan paling
lambat mulai Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); </
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272); &~
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar {Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1};
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah  Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar
{Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
Nomor 2J;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Karanganyar {Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2011 Nomor 8); P



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM  AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

6. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri
Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman
bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem
Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP
berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan
Pemerintah Daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal
dan statistik keuangan secara nasional.

7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transakst sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten
Karanganyar

8. Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh  Pemerintah  Kabupaten Karanganyar dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

9. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri
dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap
vang digunakan di dalam pembuatan Jurnal, Buku Besar,
Neraca Lajur, Neraca Percobaan, dan Laporan Keuangan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujut
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan
daerah. w/
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Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis Akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis
kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis
akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
Akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas
pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya  disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun
pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu
periode Akuntansi, dan saldo kas dan sectara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir. puy
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Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan  yang menurut ketentuan = Peraturan
Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
oleh Pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah
yang diakui scbagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban. ov
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Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi
yvang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan
sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
pengaruh entitas bersangkutan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial, dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan
adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang
berjalan.

BAB 11
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistern Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari :
a. Sistem Akuntansi SKPD;
b. Sistem Akuntansi PPKD; dan

C.

Bagan Akun Standar.

Pasal 3

(1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, pendapatan
LRA, beban dan belanja, piutang, persediaan, aset tetap,
aset lainnya, kewajiban, ekuitas, koreksi kesalahan, serta
penyusunan Laporan Keuangan SKPD. o/




(2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan

dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
penda}patan—LRA, beban dan  belanja, transfer,
pembiayaan, investasi, kewajiban, koreksi dan

penyesuaian, penyusunan Laporan Keuangan PPKD,

serta penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Pemerintah Daerah.

(3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(4) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c¢

merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara
lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

dalam pencatatan transaksi pada buku jural,
pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran
pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan
keuangan.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas

(4)

level 1 sampai dengan level 5, meliputi :

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

b. level 2 {dua) menunjukkan kode kelompok;

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf a,
terdiri atas :

a. akun 1 (satu) menunjukkan Aset;

b. akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban;

c. akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas;

d. akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA;
e. akun S (lima) menunjukkan Belanja;

f. akun 6 (enam) menunjukkan Transfer;

g. akun 7 (tujuh) menunjukkan Pembiayaan;

h. akun 8 (delapan} menunjukkan Pendapatan-LO;
i. akun 9 (Sembilan) menunjukkan Beban.

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran I1I Peraturan ini. .y
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SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup itcknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sistem  akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai
berikut:

Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan — LRA SKPD;

Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;

Akuntansi Piutang SKPD;

Akuntansi Perscdiaan SKPD;

Akuntansi Aset SKPD;

Akuntansi kewajiban SKPD;

Akuntansi Ekuitas SKPD;

e N R A

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

i

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan

pertimbangan biaya mantaat dengan latar belakang hahwa:

1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat
diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

2. Pengendalian pelaksanaan anggaran vang merupakan salah satu
tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada
sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan

kas yang merupakan Pendapatan LRA maupun pengeluaran kas vang

merupakan Belanja dan Pembiayaan dibukukan seccara berpasangan

(double entry) pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”

A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD
1. Pihak Terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menctapkan SKP-Daerah
(Surat ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR {Surat Ketetapan
Retribusi} atau dokumen lainnya vang dipersamakan dan
o/



menyverahkan kepada wajib pajak/retribusi, dan ditembuskan

kepada Bendahara Penerimaan dan PPK SKkPD.

. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1)

2)

3)

Menerima pembayaran sejumlah uang vang tertera pada
SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi;

Mencerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah
tanpa penefapan;

Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah
dan Surat Tanda Setoran (STS);

Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain vang
sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

Menyetorkan uang vang diterimanva dengan Surat Tanda
Setoran (STS) ke kas daerah;

Menerima STS vyang telah diotorisasi dari Bank dan
menyvampaikan ke BUD;

Menyerahkan tembusan dokumen Tanda Bukti
Penerimaan/tanda bukti lain yang sah scrta STS yang sudah
diotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD;

Menerima Slip Setoran/Bukti lain vang sah dari Wajib
Pajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung ke

Rekening Kas di Kas Daerah.

. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

b

2]

3

Mencriina tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan
Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan;

Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda
bukti lain yang sah serta STS yvang sudah diotorisasi oleh Bank
dari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain vang
sah dari Wajib Pajak/Retribusi;

Membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan
tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen

pengakuan yang diterbitkannya; s
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4y Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap
transaksi;
5) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang

bersangkutan ke Buku Besar.

. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas
kewajibannya dan menerima tanda bukti penerimaan.

PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telah
diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit

dari Bank.

. Prosedur Akuntansi

a.

PPK SKPD mencatat pendapatan vyang sudah menjadi hak
pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan
Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima;

.PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal

berdasarkan tembusan dokumen vyang diterimanya dari
Bendahara Penerimaan, dokumen pengakuan lainnya selain Surat
Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi
(SKR} dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib
Pajak/Retribusi;

. PPK  SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan

dokumen akuntansi/Memo Jurnal;

. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun

vang bersangkutan ke Buku Besar.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan

transaksi keuangan pemerintah daerah vang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPD meliputi:

a.

b.

Surat Ketetapan Pajak-Daerah {(SKP-Daerahj;

Surat Ketetapan Retribusi-Daerah { SKR-Daerah);
o/
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c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnva, misalnya perjanjian
sewa;

d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

e. Surat Tanda Setoran (STS);

f.  Bukti setoran lainnya.

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan-LO dilakukan dengan
memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak
pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi vang ditetapkan.

Pengakuan pendapatan-1.O ini didasarkan pada dokumen

akuntansi/Memo Jurnal vang dibuat oleh PPK SKPD scsuai

dokumen sumber yvang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas

Pendapatan-LO di SKPD scsuai kondisi transaksi dan prosedur

akuntansi dapat dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini:

a. Pendapatan - LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan
hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan — L.O diakui
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penctapan walaupun
kas bclum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan
dengan jurnal berikut ini:

1) Pada saat penetapan hak
Saat terbit atau diterimanva SKP/SKR Daerah atau dokumen

penetapan lainnya dicatat dengan jurnal:

Piutang Pendapatan........................... XXX

Pendapatan -~ LO.......................... XXX

2) Pada saat penerimaan kas
Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayvaran
melaiui bendahara penerimaan dan diterbitkannya Tanda

Bukti Penerimaan dicatat dengan jurnal;

o~




Kas di Bendahara Penerimaan............. XXX

Piutang Pendapatan.................oeeees XXX

Atau apabila pembavaran langsung ke kas daerah dan

diterbitkannya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal:

R/K PPKD XXX

Piutang Pendapatan XXX

Akun Kas di Bendahara Pencrimaan digunakan saat Wajib
Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui DBendahara
Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Wajib
Pajak/Retribusi langsung menvetorkan melalui Rekening kas
di Kas Daerah yvang dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran
atau surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui
dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA

yvang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL. .. oo i, XXX

Pendapatan — LRA.............ooiiiiiiinnines XXX

b. Pendapatan-LO diakui dan dicatal pada saal penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila tidak terdapat dokumen
penetapan (SKPD/SKRD), maka pendapatan-LO diakui pada saat
kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas

transaksi dengan pertimbangan:

1} Ketidakpastian jumlah penerimaan yvang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat
ketidakpastian akan jumlah pendapatannva cukup tinggi.
Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta
prinsip pengakuan pendapatan vang seringkali dilakukan
secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunvai
perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan

penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan
-/



akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat
diterimanva kas.

2] Tidak ada dokumen penetapan
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan
seperti pajak dan retribusi  daerah dengan sistem  self
assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh
fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi
tersebut dapat dilakukan perlakuan akunransi pengakuan
pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang

dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas

pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan hiaya dan

manfaat.

Pencatatan  oleh PPK SKPD jika Penerimaan kas melalui
Bendahara Penerimaan

Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka

hak atas pendapatan — LO juga diakui dengan melakukan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan....................... XXX

Pendapatan — LO..........ooo XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke Kas Umun
Daerah vang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan
dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS} maka dilakukan

jurnal sebagai berikut :

R/K PPRD . XXX

kas di Bendahara Penerimaan............... XY

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai
bagian dari unit yang mempunyvai fungsi perbendaharaan, PPK
SKPD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan
tersebut sehagai pendapatan — LRA yang dilakukan dengan

membuat jurnal sebagai berikut :
-~
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Perubahan SAL.....coocereriiiiiirnenes XXX

Pendapatan — LRA ... XXX

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan

O bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun

harus dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan

kas yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya,

penerimaan kas yang belum merupakan hak atau pendapatan

LO dan pendapatan yang sudah menjadi hak namun kas belum

diterima pemerintah daerah pada periode pelaporan.

1) Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan LO

periode sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang
dicatat sebagai pendapatan LO karena diakui pada saat
penerimaan kas, padahal telah diakui sebagai Pendapatan LO
dan mengakui piutang pendapatan pada periode sebelumnya,

maka atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi:

Pendapatan —LO.........cooiiiiii . XXX

Piutang Pendapatan............coceeveennen, XXX

Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang
scharusnya belum merupakan hak pada periode pelaporan
yang bersangkutan maka harus dilakukan koreksi.
Pengakuan Pendapatan - LO yvang belum merupakan hak
pada periode pelaporan yang hersangkutan tersebut dijurnal

sebagai berikut:

Pendapatan — LO.........c.coiinnn, XXX

Pendapatan Diterima Dimuka.......... XXX

Penvesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan vang seharusnya
sudah merupakan hak pada periode akuntansi yang
bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan Pendapatan - LO vang sudah menjadi hak pa(iaj



C.

periode akuntansi vang bersangkutan tersebut dijurnat

sebagai berikut:

Piutang Pendapatan..............oooon. XXX

Pendapatan -LO............o XXX

Pendapatan — LO diakui dan dicatat setelah pencrimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan
hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. kas telah
diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai
pendapatan karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh
sebab itu Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan
telah menjadi hak pemcrintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD dengan cara melakukan

jurnal scperti di bawah ini:

kKas di Bendahara Penerimaan.......oooovvvevvvnnnnn, XXX

Pendapatan Diterima Dimuka................... XXX

Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung
disctor oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga ke kas
daerah:

Y N XXX

Pendapatan Diterima Dimuka................... XXX

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mengakui
dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA

vang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Perubahan SAL.......oooiiii XXX

Pendapatan ... - LRA. ..., XXX

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka
PPK SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untuk
menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai

dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan
o




pengakuan hak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan

membuat jurnal berikut ini:

Pendapatan Diterima Dimuka................co XXX

SKPD melakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai

dengan jenisnya ke dalam Buku Besar

B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD

1. Pihak Terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor/UPTD

selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas

pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap

transaksi vang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui
dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1)

2

3)

4]

o)

Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti
pembayaran /dokumen sumber lainnya.

Menerima bukti tagihan dari PPTK/dokumen pembayaran
dan/atau dokumen sumber lainnya.

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS)
dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan
verifikasi.

Membuatkan dokumen surat pertanggungjawaban beserta
tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen
sumber lainnya dan menverahkannya kepada PPK SKPD untuk
dilakukan verifikasi.

Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan
uang persediaan berdasarkan NPD vang telah disetujui dan

ditandatangani oleh PA dan/atau KPA. had



6) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan
prosedur vang berlaku untuk melakukan pembayaran atas
tagihan vang diterimanva;

7) Menverahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen
pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber
lainnya kepada PPK SKPD.

. PPTK

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas :

1) Melaksanakan program dan kegiatan.

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4] Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan
uang muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan Nota
Pencairan Dana (NPDj dan Surat Penvediaan Dana (SPD)
sebagai lampiran kepada PA dan/atau KPA.

5) Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk
kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas
kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti pengeluaran
melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung
(LS) untuk diajukan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Menyvetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

7} Membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan vang
dikendalikannva.

PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1)

2)
3]

Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yvang diajukan oleh
bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran
pembantu,

Menyiapkan SPM,

Menecrima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan

verifikasi bukti. .
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4) Membuat  dokumen surat  pengesahan  SPJ  untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

5) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran
dan membuat Memo Jurnal.

6) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap
transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal
vang telah dibuat;

7} Melakukan posting atas transaksi sesuail dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar;

8} Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan

menyusun Laporan Keuangarn.

¢. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnva
Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa
berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran
dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
atau BUD menggunakan dokumen bukli pembayaran SP2D .

{. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk

melakukan pembavaran.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban

dilakukan sesuai dengan fungsi vang melakukan pengeluaran kas.

Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Umum Daerah. Oleh sebab itu

prosedur akuntansi untuk pengeluaran vang dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen
sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK SKPD.

b. PPk SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
=~/



c. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses
pembayvaran dan penatausahaan sesuai dengan sistem dan
prosedur penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan
tembusan dokumen pembayaran tersebut kepada PPK SKPD.

d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
dokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

e. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

{. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

g. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menvusun Laporan
Keuangan SKkPD.

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran vang dilakukan

oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut:

a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran
dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian
membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen
sumber tersebut.

b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

¢. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

d. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan
Keuangan SKPD.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah vang digunakan sehagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Beban dan Belanja SKPD meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan
b. Surat Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan dari pihak ketiga

dan dokumen pendukung tagihan ~
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c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran
€. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)

f. SP2D L.S/GU/Nihil

g. Dokumen Kontrak/Perjanjian

h. Dokumen lainnva

4. Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK
SKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku.
Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas
beban di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan

dengan 3 kondisi berikut ini:

a. Beban diakui sebelum pengecluaran kas

1} Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang

Persediaan

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekanisme Uang
Persediaan tidak ada pengakuan beban sebelum pengeluaran

kas.

2) Pencatatan  pembayaran  dilakukan dengan  mekanisme
Pembavaran Langsung
Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebijakan
akuntansi untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit
dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun
kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnva
ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang
/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi
lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnva
kewsajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif
bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus scgera
dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran

kas. -~/



Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolchan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita
Acara Serah Terima (BAST)/tagihan/dokumen lain yang
dipersamakan vang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran,

dilakukan dengan melakukan jurnal sebagai berikut:

BT Lo e XXX

Utang Beban............coocioiini XXX

Pencatatan pengeluaran kas untuk membayar utang beban
vang dilakukan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber
vang berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara

melakukan jurnal sebagai berikut:

Utang Beban...........o XXX

R/KPPKD. ..o XXX

Bersamaan dengan pcmbayaran  utang beban  dengan
mekanisme pembayvaran langsung dengan dokumen SP2D LS,
maka juga harus diakui belanja yang dilakukan dengan jurnal

sebagai berikut:

Belanja. ... XXX

Perubahan SAL. ..o NEX

Pada saat BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan
dokumen telah diterima oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD tidak
melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut.
Hal ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan
transaksi kas di entitas akuntanst PPKD sehingga tidak perlu

dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD.

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan

dibukukan oleh PPK SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam
-
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Buku Jurnal tersebut PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannya
dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau
pada saat PPK SKPD akan melakukan penyusunan Laporan
Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak
terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan

menggunakan Jurnal Penutup.

. Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Beban diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat
Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan
listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu
lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini

akan lebih efisien apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan
pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana DBendahara
Pengeluaran dilarang melakukan komitmen vyang tidak ada
anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya.
Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan
dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum
Daerah (BUD).

1) Pencatatan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
a. Mekanisme Pembayaran melalui panjar kegiatan kepada
PPTK
Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar
kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan

sebagai berikut:

Panjar Kegiatan...........oc.ocoovoviiiiiiccee L, XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran............. XXX
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Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar maka

dicatat:

Panjar kegiatan........ccoooovivinivivnnnennns XXX

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat

sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran................... XXX

Panjar kegiatan................. XXX

Mekanisme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa
melalui panjar kegiatan.

Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari
Uang Persediaan dan berdasarkan bukti pembayvaran

tersebut dicatat sebagai berikut:

Pada saat Bendahara Pengeluaran membuat Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan
melalui Uang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah
diterima dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh
pengguna anggaran, maka tidak ada jurnal lagi yang
dilakukan oleh PPK SKPD.

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D
atas pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka

PPK SKPD akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara
Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan
terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal

sebagai berikut:
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Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal
dan semua pencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode
tertentu  ataupun saat transaksi terjadi (real time)
diklasifikasikan sesuai dengan akunnya dengan melakukan

posting dalam Buku Besar.

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan
waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana
penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah
nengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban
dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan
walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas
mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran
tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka

(akun neracaj.

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Umum Daerah (BUD).

aj Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara
Pengeluaran
Pencatatan yang dilakukan PPK SKPD saat pembayaran
dilakukan berdasarkan dokumen sumber yvang berasal dari
Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan

jurnal sebagai berikut:

|11 0121 o P XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran................. XXX

Bersamaan dengan pengecluaran kas vyang dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus mengakui

«/
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belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal sebagai
berikut:

Belanja.....ooo XXX

Perubahan SAL. ..o XXX

vang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD akan

melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Dibayar Dimuka...........ocoooiiiiiin . XXX

Rehan XXX

R s S R T O T T

bj Pencatatan  pembayaran  dilakukan dengan  mekanisme
Pembayaran Langsung
Pada saat adanya tagihan/dokumen lain vang dipersamakan,

maka akan dilakukan jurnal :

Utang Beban..........oooooi XXX

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen
pembayaran dari BUD (SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan
dokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara

melakukan jurnal sebagai berikut:

Utang Beban........cooviiviiiiiicceneie e XXX

RAK PPKD i XXX

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD,
maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja vang dilakukan

dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja...c.cooiiiiii XXX

Perubahan SAL. ..., XXX

Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen
akuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD

metakukan jurnal sebagai berikut:
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Behan Dibayvar Dimuka...........oooon, XXX

| BT 0 12 10 RPN XXX

C. Akuntansi Piutang SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang
sebagai dasar pencatatan dan melakukan pencatatan.

b. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan,
menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang
vang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.

c. BUD
BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran
piutang vang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah.

d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD
Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan
dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan,
jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih
terutang.

e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya
Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnva berkewajiban untuk

melakukan pembayaran.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi

transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas
walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang
dicatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah
telah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi belum ada
pembayaran kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah.

Sebaliknya piutang akan berkurang apabila dilakukan pembayaran
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atas piutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui

Bendahara Penerimaan atau langsung ke kas daerah.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang
tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada
buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing

buku besar dan buku besar pembantu piutang sesuai akun.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah)

. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

o

Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya

B 0

. Bukti Pembayaran
Surat Tanda Setoran (STS)

0

Bukti setoran lainnya

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan

pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak
ketiga lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang
akibat transaksi tersebut dengan mencatat “piutang” pada sisi debet

dan “pendapatan...(sesuai rincian objek}” pada sisi kredit.

Pl AN . e XXX

Pendapatan...- LO.......oiiiii i XXX

Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan
pembayaran, maka PPK-SKPD akan mengurangi piutang tersebut
dengan menjurnal “Piutang” di kredit dan “Kas di Bendahara
Penerimaan” {untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaan)
atau “R/K PPKD” (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debet.

Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan:
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Kas di Bendahara Penerimaan. o eveesneceeaaens. XXX

PIUtang. ..o XXX

Jurnal untuk pembayaran melalui BUD:

R/ K PP e XXX

PIUtaANE . o XXX

D. Akuntansi Perscdiaan SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD)
PPK-SKPD  mempunyai tugas melakukan proses akuntansi
persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari
Penyimpan Barang.

b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang
Penyimpan Barang/Pengurus Barang bertugas
mengadministrasikan keluar masuknya persediaan dan membuat
dokumen sumber dan data akuntansi lainnya tentang persediaan
yvang ditembuskan kepada PPK-SKPD.

c. BUD
BUD mempunyvai tugas melakukan pembavaran atas pengadaan
persediaan vang dibayar melalui Kas di Kas Daerah.

d. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan

persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Prosedur Akuntansi
Persediaan diakui pada saat potensi manfaal ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biava vang
dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya herpindah. Saldo normal
akun buku besar persediaan adalah saldo debet. Artinya akun ini
akan bertambah dengan adanya transaksi vang mendebetnya,

sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi vang
¥
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mengkredit. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah:

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi

fisik, meliputi persediaan vang nilai satuannya relatif rendah,

perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit

diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor

(ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber vang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang

b. Bukti Pengeluaran Barang

c. Berita Acara Pemeriksaan Barang

d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan

e. Laporan Persediaan

. Pencatatan Transaksi

1) Awal Tahun
Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat
pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas

persediaan awal pada neraca.

Beban Persediam. .o XXX

Persediaan . oo, XXX

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice atau Bukti
Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi dan
dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan
Beban Persediaan dan R/K PPKD.
a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui

Bendahara Pengeluaran:

Beban Persediaan......ccooveeiiiiiiiiiie i, XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran.............. XXX




b. Pengadaan dengan mekanisme LS
Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayvaran dengan

mekanisme LS melalui BUD:

Beban Persediaan................oooiiiiiii XXX
Utang Beban.............coooiiinn XXX

Utang Beban............... XXX
R/KPPKD . e, XXX

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada pencatatan

akuntansi atau pengakuan persediaan.

4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil

opname fisik persediaan, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan

Persediaan (akhir} dan pengurangan Beban Persediaan.

R (e e S L= = ) o D USRI XXX

Beban Perscdiaan. ..o XXX

E. Akuntansi Aset Tetap SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak vang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah

sebagai berikut:

a.

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran bertugas memberikan
otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap,
pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset
Tetap.

. Pengurus Barang

Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasil
pengadaan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/Aset
Tetap.

. PPTK

Tugas PPTK adalah menvelenggarakan proses pengadaan Aset

Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.
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d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap,
pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset
Tetap berdasarkan dokumen yvang diterima.

c. BUD
Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas
pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran

vaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi untuk aset tetap dapat dibedakan menjadi dua

transakst utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan
transaksi untuk pclepasan aset tetap.
Proporsi terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di pemerintah
daerah berasal dari pembelian. Prosedur yvang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut :
a. Pembelian Aset Tetap
i. Berdasarkan SPM Belanja Modal vang telah ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian asel tetap dengan menerbitkan SP2D Belanja
Modal. ,
ii. Berdasarkan SP2D Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD membuat
dokumen akuntansi vyang akan dijadikan dasar dalam

menghapus utang atau pengakuan aset tetap vang timbul atas

pembelian aset tetap.
b. Pelepasan Aset Tetap
Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan cara melakukan proses pemusnahan aset tetap dan

dengan cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untuk

pelepasan aset tetap melalui proses penghapusan dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat keputusan
Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang

akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. o




b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah
diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang
Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak.

¢. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka
PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan

membuat pencatatan penghapusan aset tetap.

Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka prosedur yang

dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat
Kepala Daerah vang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses
penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara Penjualan.

b. Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan vang diterima
oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi
PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap.

c. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPPD
Dinas/Badan/kantor akan melakukan pencatatan sesuai dengan
kerugian yang didcrita atas kegiatan pelepasan aset tetap

Ltersebut,

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vang berhubungan dengan
transaksi kecuangan pemerintah daerah vyang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Aset Tetap SKPD meliputi:
a. SP2D LS;
b. Berita Acara Serah Terima {BAST)/Tagihan Pihak III;

Berita Acara Pelepasan Aset Tetap;
d. Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap;

e. Laporan.

4. Pencatatan Transaksi
Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan

hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki olch
[
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pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Perolehan Aset Tetap
Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan,
pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya.
1) Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan
Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dilakukan
dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin
sesual kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan
pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD
vaitu pengeluaran belanja meodal. Pengakuan aset tetap
dilakukan pada saat adanya BAST/Tagihan/dokumen lain vang
dipersamakan. Pencatatan kedalam akun Aset Tetap dilakukan
apabila pembayarannya langsung 100% atau tanpa proses termin
sedangkan pencatatan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan

(KDP) dilakukan apabila pembayarannya melalui proses termin.

a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Termin} berdasarkan
BAST/Tagihan/dokumen lain yang dipersamakan adalah

sebagai berikut :

ASEE T AP i e XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap..............ooees XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayvaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal

sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap.........cocovevvvenennn. XXX

R/K PPKD ..o XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyvusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai

jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.



Belanja Modal...........ooooiii XXX

Perubahan SAL ... XXX

b} Belanja Modal Termin
Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening
Belanja Modal dimana pcmbayaran pengadaan aset tetap
tersebut tidak langsung 100° atau pembayarannya melalui
proses termin. Sebagai contoh adalah pembangunan
konstruksi gedung, bangunan, jalan dan jembatan. Berkaitan
dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis tagihan
belanja modal termin, maka pengisian kontrak tersebut wajib
dilakukan. Apabila kontrak tidak diisi maka SPP-LS tidak
bisa disimpan. Data kontrak digunakan untuk memunculkan

secara otomatis jurnal Aset Tetap.

Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut diatas,
maka jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal

Termin sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan ...................... XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap................... XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayvaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal

sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap...........c........... XXX

R/KPPKD...ooo XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai

jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal...............oo XXX
Perubahan SAL.................c XXX




Berdasarkan SPM LS Belanja Modal vyang telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen
pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS
Belanja Modal.

Apabila pembayaran belanja modal termin sudah 100% maka

jurnalnya sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan .................... XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap................. XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal

sebagai berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap.................oi. XXX
R/KPPKD ..o, XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai

jenisnyva)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal............ocoo XXX
Perubahan SAL........cc.coooviiiiinnnne. XXX

Untuk mengakui aset tetap, maka jurnalnya sebagai berikut

2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap
Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai

buku aset tetap yang dilepas dijurnal sebagai berikut:

Aset Tetap (vang masuk).......oooooviiiiiiii, XXX

Akumulasi Penyusutan (yang keluar)............ XXX
Aset Tetap (vang keluar).............................. XXX
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO...... XXX




Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai

buku aset tetap yang dilepas dijurnal

Aset Tetap (vang masuk]......ccooviiviviiiinniiininnnens XXX

Akumulasi Penyusutan (yang keluar)............... XXX

Defisit Penjualan Aset Non Lancar — LO........... XXX
Aset Tetap (vang keluar)........................... XXX

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi

Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilakukan jurnal,

Aset Tetap. .o XXX

Pendapatan Hibah.. — LO.............ol. XXX

A

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan
menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan
jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau
transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi

saldo atas akun-akun tersebut.

. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset
tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap.

Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan
aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat
Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik
Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, selanjutnya
akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut
akan dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidak
layak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan
aset tetap dengan menjurnal "Akumulasi Penyusutan” dan "Defisit
Penjualan Aset Non Lancar” di debet dan "Aset sesuai jenisnya” di
kredit.

Akumulasi Penyusutan .............cccooevivieieeonn., XXX
Defisit Penjualan Aset Non lancar— LO............. XXX
ASet Tetap. v, XXX
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Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka
bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh
PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-
SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap.

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD
Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal “Kas di Bendahara
Penerimaan”, “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap”, serta "Defisit
Penjualan Aset Nonlancar” di debet dan "Aset sesuai jenisnya” di

kredit pada buku jurnal.

Kas di Bendahara Penerimaan.......................... XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..........ocovevenes XXX

Defisit Penjualan Aset Nonlancar— LO............... XXX
Aset Tetap. oo XXX

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap
tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal
"Kas di Bendahara Penerimaan” dan “Akumulasi Penvusutan Aset
Tetap” di debet serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar” dan "Aset

sesuai jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

Kas di Bendahara Penerimaan.......................... XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap........c.oceuee..e. XXX
Surplus Penjualan Aset Nonlancar — LO....... XXX
Aset Tetap. oo XXX

Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akan
membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPk
SKPD kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan posting
dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat
transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk
keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan
menjurnal "Perubahan SAL” pada sisi debet, dan "Pendapatan dari

Aset yang Tidak Dipisahkan” pada sisi kredit.
o



PeruDanan SA L . e XXX

Pendapatan dari Penjualan Aset vang Tidak
Dipisahkan.......cooooiiiii i e

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan merupakan penyesuaian nilai vang terus menerus
schubungan dengan penurunan kapasitas suatu asct, baik
penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas
terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.
Penvusutan dilakukan dengan mengalokasikan biayva perolehan
suatu aset menjadi beban penvusutan secara periodik sepanjang
masa manfaat aset, Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam
neraca akan lebih saji {overstated).

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu

aset tetap yvang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi
pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan asect
tetap vang telah dikurangi dengan akumulasi penvusutannva
menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut.

Akumulasi penyusutan dan beban penvusutan dicatat setiap akhir
periode pelaporan (tahunan) melalui jurnal penvesuaian sebagai

berikut:

Beban Penyusutan Aset Tetap..........o.cocovvvvennini.. XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap................. XXX

F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD

1. Pihak-pihalk Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD
adalah:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPR-SKPD)
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan
fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas mencatat
transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
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b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset lainnva, Bendahara Pengeluaran
SKPD memiliki tugas menviapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi pengeluaran kas vang terkait dengan
perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten
ditembuskan ke PPK-SKPD.

¢. Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD
memiliki  tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah
vang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK-
SKPD.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti
lisensi, hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan
apabila terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan
berita acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan
barang milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnva dicatat diakui
pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga
atau dilakukan pembayaran vang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran dengan manggunakan uang persedian atau dilakukan
oleh BUD melalui SP2D LS.
Berdasarkan bukti atas transaksi yvang mempengaruhi aset lainnya
maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal
kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing huku besar dan
buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber vang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Aset lainnya SKPD meliputi:

a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten



b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.
c. Bukti Pengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti

Pengeluaran).

4. Pencatatan Transaksi
a. Aset Tidak Berwujud
Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh
SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak
berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita
acara serah terima, dengan menjurnal:
Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD (jika

dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa)

Beban Barang dan Jasa..........cccoooviiiiiiiiinene. XXX

Utang Beban........ococooin XXX

Ketika dilakukan pembayvaran atas perolehan aset tidak berwujud
tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan
dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran {TBP} atau SP2D-
LS, dengan mencatat “Utang Beban” di debet dan “Kas di
Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang
UP/GU/TU atau “Utang Beban” di debet dan “RK PPKD” di kredit

jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:

Kas di Bendahara Pengeluaran................. XXX

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:

Utang Beban.........oooiii e XXX

R/KPPKD. ., XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak
berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa

-...” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

LS
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Belanja Barang dan Jasa........c.cccoeviiveeviivnenenn. XXX

Perubahan SAL.....ooi i XXX

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud adalah :

Aset Tetap Tak Berwujud..........................l. XXX

Beban Barangdan Jasa............ccccvcvevenennnne. XX

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD (jika
dianggarkan pada Belanja Modalj

Aset Tetap. oo XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap.......oooeveviieennn, XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai
berikut:

Utang Pengadaan Aset Tetap.........cocoeiviinnnnn XXX
R/KPPKD. ..ot XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan
SAL dengan menjurnal “Belanja Modal {sesuai jenisnya)” di debet
dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal.........coovvviii XXX
Perubahan SAL........cooooviiiii, XXX

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud adalah :

Aset Tetap Tak Berwujud............oooovinnn, XXX

Aset telaD. oo, XXX

Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang
sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK- SKPD
membuat bukti memorial yang  diotorisasi Pengguna Anggaran
dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan
menjurnal “Aset Lain-Lain” di debet sebesar nilai buku aset tetap

~
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G.

vang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi
Penyusutan- ...” di debet serta “Aset Tetap-...” dikredit untuk

mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Aset Lain-tain......oocoiiiii XXX
Akumulasi Penyvusutan aset tetap.......ccoeveeeennne. XXX
ASel TetaD. e XXX
Akumulasi penyusutan aset lain................. XXX

Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi vang sistematis atas nilai suatu aset
tetap tidak berwujud vang dapat disusutkan selama masa manfaat
aset vang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing
periode diakui schagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak
berwujud dalam neraca dan bheban amortisasi dalam laporan
operasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset
tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi
menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana
harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan
akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku {(book value} aset
tidak berwujud tersebut.

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhir
periode pelaporan (semesteranj melalui jurnal penyesuaian sebagai

berikut:

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud............... XXX

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.... XXX

kuntansi Kewajiban SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD
adalah:
a. Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang
vang timbul, pembavaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan

bukti memorial yang diperlukan sehagai dasar pencatatan.

-/

tahn

-
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b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur
dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai
tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.

c. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
kewajiban/utang SKPD vyang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui
Bendahara Pengeluaran.

d. BUD
Bendahara  Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di

Kas Daerah vang ada di BUD.

. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset
tetap dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau
aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoieh. Kewajiban dicatat
diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak
ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan
berkuran apaila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan
manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui
SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau
utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku
jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku

besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

=/



sumber vang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Kewajiban SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang

b. Tagihan dari Pihak III

c. SP2D LS

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan

menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui
adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
“Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debet dan “Utang” pada sisi
kredit.

Dalam transaksi pembelian vang dilakukan adalah pembelian aset
tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD
adalah “Aset Tetap” di debet dan “Utang Pengadaan Aset Tetap” di
kredit.

Aset TetaD. .o XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap.........cooooieeennn, XXX

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan
menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang Pengadaan Aset
Tetap” di debet “R/K PPKD”) di kredit untuk belanja dengan

mekanisme LS.

Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

Utang Pengadaan Aset Tetap........c.coovvieiiininnen XXX

Y N XXX




H. Akuntansi Ekuitas SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan

dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi

kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan

sebagainya.

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap
transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta
bukti memorial.

h. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas
sctiap beban dan utang vang terjadi vang akan mempengaruhi
transaksi ekuitas.

c. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan
piutang yang dibavar oleh pihak ketiga vang akan mempengaruhi
transaksi ekuitas.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK bertugas meclakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan
prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan
memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk

dilakukan pencatatan.

2. Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi

di SKPD dilakukan seperti berikut ini:

a. Pada saat penvusunan laporan keuangan dan melakukan
penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun
beban.

b. Koreksi kesalahan vang tidak berulang vang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode
w/
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ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi terscbhut antara lain:

1) Koreksi nilai persediaan

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan scbhagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yvang digunakan sebagal dasar pencatatan pada Akuniansi
Ekuitas SKI’D meliputi:
a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan

b. Berita Acara Revaluasi Asct Tetap

4. Pencatatan Transaksi
a. Pada saat penyusunan laporan keuangan
Dalam tahapan penyusunan Laporan keuangan SKPD, setelah
menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-
akun nominal dengan tujuan:
! 1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO
! dan beban.
2) Memindahkan {menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas
untuk pencatatan periode berikutnya.

3) Menghitung ekuitas akhir periode.

Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO............oooii XXX
Beban ..., XXX
Surplus/Defisit-LO.......... XXX

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit] — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir periode,

Surplus/Defisit-LO.. ... XXX

E U A, e e XXX




b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode-
periode sebelumnya

1) Koreksi nilai persediaan

| DA 2 QNN = 1 T XXX

Persediamm. ..o e XXX

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

ASET TP ottt XXX

RIS e XXX

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
1. Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang
dimulail dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi SKPD sesuat dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku

Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN ............... ' N
MEMO JURNAL
Tahun Anggaran
Nomor ...
Tanggal ... ...
SKPD i __ L
Kode . Deskripsi Perkiraan Jumlah Debit = Jumlah Kredit
Perkiraan | :
\
|
Ketafzmgan : - _ N
Bukti : Nomor Tanggal N
1.
2.
3.
Dicatat Oleh 7 Disetujui : Auditor ©
MEMO ' ' Halaman 1 dari 1 |
: JURNAL :

L ¥
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PEMERINTAH KABUPATEN ...c.covvvrerennns
BUKU JURNAL
Periode : 1 Januar s.d. 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otpnomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daeral, Perangk
Kepegawailan dan Persandian.

t daerali,

o

Unit Organisasi $1.20.05 DPPKAD
' Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01 DPPKAD (SKPD) o
No | TANGGAL | NO BUKTI | REKENING ' URAIAN ; REF DEBIT KREDIT
|
: : | :
5 1 |
i } | 1
i : + f
i JUMLAH 4 i

Fungsi Akuntansi SKPD
ftanda tangan) _
(nama lengkap) I
NIP

Buku Besar

Tahapan selanjutnva setelah pencatatan transaksi melalui jurnal
adalah posting ke Buku Besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPD
memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnva dari
Buku Jurnal ke Buku Besar masing-masing akun. Format Buku

Besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN.....cccvvvenue
BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
Urusan Pemerintahan o1 UITsan Wajib B
Bidang Pemerintahan 0 1.20 Otonowi Dacrah, Pemerintahian Cinom, Adminisizasi

Kenangan Daeral:, Perangkat daerals, Kepegawaian dan
Persandiain
Unit Organisasi 12000 DPPRAD
Sub Unit Organisasi C 1200500 DPPEAT (SKFPD)
Kode Rekening Buku Besar 0 11,3
Nawa Rekening Bukn Besar @ Pintang

NO TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT SALDO

JUMLAH




3. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penvusunan
laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar
Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar vang berisi
seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format
Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar vang digunakan adalah

sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN ....ccvvvvevneanse
SALDO BUKU BESAR
Per 51 Desemnber 201

1 Urusan Pemerintahan : 1. Urnisan Wajib
Bidang Pemerintahan : | 20 Cnonomi Daerat, Pemerintahian Unnon, Administrasi Keuangan I
Dacrah, Perangkat Dacradi, Wepepaw aian dan Persandian
. Unit Organisasi C 1200058 NPPRKAT |
: i
¢ Sub Unit Organisasi : !.20.05.01 DPPRAD (SKIPD) :
. KODE ? o f
: U : !
' REKENING RAIAN DEBIT : KREDIT ;
: ! ;
i !
i f '

\ !

i

JUMLAH ‘

J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
1. Ketentuan Umum
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan
melalui proses akuntansi lanjutan vang dilakukan oleh PPK-SKPD.
Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan
menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan
Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK}.



2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

keuangan adalah :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPk SKkPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.

b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi

untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

a. Membuat Neraca Saldo
PPR-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar
menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

b. Membual Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD
PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan
tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun
tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat
akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom
“Penyesuaian” vang terdapat pada Kertas Kerja.
Jurnal koreksi danpenyesuaian yang diperlukan antara lain
digunakan untuk:
1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada

akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan
pencatatan, PPRK-SKPD akan membuat bukti memorial vang
akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti
memorial yang telah diotorisasi, PPk-SKPD langsung membuat

pembctulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya,

4
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)

3)

transaksi beban/belanja telepon dicatat pada heban/belanja
listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut,
PPK-SKPD menjurnal “Beban telepon” di debet dan “Beban
listrik” di kredit.

Beban telepon........oooovviiniii XXX

Beban Hetriko e XXX

Karcna merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD
juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon” di debet

dan “Belanja listrik” di kredit.

Belanja telepon.......o.ooon, XXX

Belanja listrik.....oo XXX

Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir
periode sebelum menyusun laporan kcuangan, secara rutin
akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk
mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan Berita
Acara Stock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan
menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debet dan “Beban
Persediaan™ di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir

periode.

BBeban Persediaan.......cooovvvviieiinennnns XXX

Jurnal Depresiasi
Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi vang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKI’D pada akhir tahun

akan membuat bukti memorial vyang kemudian akan

diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui
depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yvang dimiliki. PPK-

SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal

[ Vg
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“Beban Penyusutan” di debet dan “Akumulasi Penyusutan” di

kredit di jurnal umum.

Beban penyvusutan...........ocoovcininin

Akumulasi Penyusutan...................... XXX

4} Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka
Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada
akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa vang
masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran vang dicatat
dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir
tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan
membuat bukti memorial vang kemudian akan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPk-
SKPD akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal
“Sewa dibayar di muka/ Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debet

dan “Beban sewa” di kredit pada buku jurnal.

Beban Jasa Dibayar Dimuka................... XXX

Beban sewa..........oo..o XXX

Membuat Neraca Saldo Setelah Penvesuaian
Berdasarkan jurnal penvesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD
melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi

neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.

Membuat LRA dan jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun vang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode
akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat
“Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga
melakukan  jurnal penutup  untuk  menutup akun-akun
LRA.Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA

menjadi O (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:




c.

Pendapatan-LRA ... XXX
Belanja..c.ocovoviviiiiir s %X
Surplus/Defisit LRA..........oooivinnns. XXX

Surplus/Defisit LRA...........cooiiviii, XXX
SILPA /SIKPA . XXX

SILPA/SIKPA. XXX
Perubahan SAL............cociinii XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

PEMERINTAH KABUPATEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTURK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBPRER 20X AN 20X0

Urusan Pemerintahan | Uruszi Wajil
Didang Poncrintahan @ 120 Oronomi Dacraly, Pomerintaban Umuim. Administrast Keuangan
Pzrangkal Dacrali. hepegawaian dan #ersandian
Unit Organisasi SLE00nZ DPPHAL
Sub Unit Organisasi © 1.20.03.01 DPPRAD (SKFDY
NO. ANGGARAN REALISASE %% REALISASI
URUT URAIAN 20x1 20x1 20X0
1 PENDAPATAN RO XN p,v. 0.4 200000
11 PENDAPATAN ASLI DAFRAH XXUREXY po. 0009 4 XX 99494 4.4
111 Pendapatan Pajak Daerah 200X PO XXX 8, .0.6.5 0.4
112 Pendapatan Retribusi LDacrah  Pendapatan Hasii HHXRKXX 9.9 9:0.4:4 h o 0.4 P 0.0.9.6.6.0.¢
113 Prngelolaan Kekavaany  Darrah Yang Dipisahkan HOOOCERN he e s ed KKK HHHHRER
1.1.4 Lain ladn Pendapatan Asli L b vang Sab EE8.5.9.6.4.4 MKHNXNN XEX i9,6:0:0.0.0.¢
; |
2 i BELANJA p: 6.6 444,04 XEMXX b 4.4 XXXREXY |
H
|
21 i BELANJA OPERASI 220000 .9.9.9.4. 9.4 XXX p.0. 4944 4.4
|
201 Belanja Prpawal E 0000004 KKK p.v.5.4 AR
212 Delanja Barang PO KKK KHEK OO
232 BELANJA MODAL XEXNXXX XN XX 200000
JEERE] Delanja Poralatan dan WMesin O ):5.9.9.4.4.4 .o 44 RO
2.2, Brlania Bangunan dan Sedung p9:.9:.9.6.6.6.¢ p 6,664 XXX HEEKKKK
£.2.5 Delania Aset Tetap Lalimiva RKHHKRHKX OOENHR 26 :4 SRR,
SURPLUS/(DEFISIT] KNI HAEKEX XXX OO0

Membuat LO dan Jurnal Penutup LO

KEPALA SKPD

(NAMA LENGKAP)
NP AR KKK

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi

SKPD  mengidentifikasi

akun-alkun

yang

termasuk dalam

-
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komponen Laporan Operasional (kode akun vang berawalan 8 dan
9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi O.
Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO........coooiiiiiiiieiiceeee XXX
Beban ..o XXX
Surplus/Defisit LO..........o . XXX

" PEMERINTAR RABUPATEN oo T ]

| LAPORAN OPERASIONAL
L TINTUR TAHUN YANG BERAKHTR SAMPAT BENGAN 31 LESEMELRT 20X aN 20X0

Urusan Pemerintahan 1. rusans Wogt T T T T T T T T T 1
Bidang Pemerintahan - 1 0 Ctopemi Lieral, Peoerintahas: Unoos, Addminsstrsesd Kenanean Laciah, Peracpes

Daerah, hopegawaian dan Persancloan

Unit Organisasi [ AR I PERAD i
VREC] DPPRAT SKIT |

Sub Unit Organisasi

‘[ Kenaikan/ |

] - “om — ! o
NO | URAIAN 20X1 | 20X0 (*0)
e ; {__penuranan .
| KEGIATAN OPERASIONAL \ | |
| 1 [ PENDAPATAN | J i |
2 ; PENDAPATAN ASLI DAERAH i :
¥ |
S AN BN XY
A b ere | xxx K xex |
o Pendapatan ilasil Pengelolian hekayvaan  Dacead, vang Dipisahican KEX | LY ‘ AR ‘ KN f
o | Terdapatan Asli Dactab o, i ‘ J
T Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 8/d 6} K& ! LAY | EXX ! R RN ;
| & ‘ JUMLAH PENDAPATAR Mool | 3 i 0K | x|
£ I BEBAN XXX [ XXX r X I XXX ﬂ‘
10 Lol Vopawai ; I
| N 14 Eawal | A Lece AN Y i
‘, Fuban I PoOXAX | KA ‘ W ‘ ) I
14 Fobuac Jasa |
| ‘ s [ KX | KK | oo
I i Beea Pon araan i ik awx Xy i
AAR -~ XXX ARK
LR - | ] v |
) AN HEX AN i AEE
HENSI B Lt iy asutan ;‘ 2 o | ..... | i
‘ 1 B bz Lain-lain N . ; . - !
ol [ XN | KN KK | xxx i
e JUMLAH BEBAN (10 s/d16)
N SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (8.17) r : , | ==
| o PN XX i X | XX 1
| 19| SURPLUS/DEFISIT-LO Feeod ! 4 i
! | o [ xxx XX
S - i - 1 oL !

Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh
dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnva.
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergeral;an

ekuitas SKPD.
r v
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Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas

SKPD.

PEMERINTAH KABUPATEN .....covcieiccanias
LAPORAN PERUBAHAN ERUITAS
UNTUR TAHUN YANG BERARTIE SAMPAT DENGAN 31 DESEMUIBER 20XT AN 20X0

Urusan Pemerintahan : 1. TTrgan Wagibs
Bidang Pemerintahan : 120 Otonomi Daeraby, Domerintadian Voo Adiyiaistrast Keuangon
clacraiy, Perangiot Dacrahy, Kepegawane dan Persanlisonm

Achmunistrast Neongsn

Unit Organisasi

LS T RAL IR

Sub Uait Organisasi

]
NO URAIAN 20X1 | 20X0

I | ERTHTAY AWAL NN o
|2 SURS LI DEFISIT-Ly T

3| DAMPAL (EIMULATIF PERUALAN KERIWAKAN; KESALAHAN MENDARAR | |

1 Eoal RS NTLAT PERBELIAAN HEX \ MEX E
i = seLls)tl KEVALLAST ASET TRETAR : NN KX |
Dot Lain LA [ B e |
T OREIITAS AKHIR R

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh

jurnal penutup akhir

Surplus/Defisit-LO. ..o, e XXX

B RUIEaS. e XXX

Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi
PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca,
Akuntansi PPKD menyusun Ncraca Saldo Akhir. Neraca Saldo
Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periocde akuntansi vang

selanjutnya.
«/
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PEMERINTAH KABUPATEN
NERACA
[PHR 31 DEREMBER 20X1 DAN 20X0

Urasan Pemerintahan : 1, Uriisan Wajit

Bidang Pemerintahan : 1..0 Otonomi Daerah, Pomeruitalien Umum Admimstirasi Heuangan dacrals,
Ferangkat Dacrah, Kepegav atn dan Persandiaan Administrasi
Revangan

Unit Organisasi VL0005 DEPEAD

Sub Unit Organisasi : 1.2005.01 DPPRAD [SKPLY

NO Uraian 20X1 [ 20X0
1 ASET i
2 !
3 ANCAR :
4 R Besncahara Pengelnaran KX XX
= Kas di Bondaliwra Fenerinaan HHH N
5} levestasi Jangka Pendek XHX KX
7 Pintang Pajak KX XXX
=4 Fintang Retribusi XXX XX
G Pernyvisihan Piutang (KX X) [KXX]
10 Belanja Dibavar Dinuka KXX KKX
1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX HHK
12 Bagian Lancar Tiatitsn antd Rugl XXX XXX
13 Pintang Tainnyva KKK FRK
14 Persedinan KRX XHA
i3 Jumlah Asct Lancar XXX XXX
1

17 ASET TIVTAY

148 Tunuh XX 99,4
14 Perajatan dan Mesin XXX XK
20 Gedung dan Bangunan KX KHK
21 Jatan, Irigasi dan Jaringan KHX HKAK
22 Azct Tetap Lainnva XX XX
23 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX KAK
24 Akurnulasi Penyusutan IXAX) XXX}
25 Juanlaly Aset Tewap XXX XXX
26 ASET LAINNYA ;
a7 Tagihan Penjualan Anpgsuran MEK i XX :
28 Tunnitan Gant Rugi XXX E0.0:4
29 Remitraan dongan Tihak Retiga XXX XXX
20 Asct Tak Borwuiuel LS04 HAEX
21 Azl Lain-lain XXX HEXK
32 Jurnlah Aser Tainnva XXX XXX
3 JUMLAH ASET XXX XXXX
24
33 KEWAJIBAN
P
37 KEWANBAN JANGRA PENDER
28 tang Perhitingan FPihak Netiga (FFR) XX KRXE
a9 Pendapatan 1itering Dinacka XXX 1 9.9:
40 Utang Belanja XKAX KEX
41 [Itarg.langka Pendek Lainiva HEX KxX

R/K PPKD XXX XXX

42 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX
43
44 FEWADAN JANGRA PANJANG
15 Utarg Dalam Negeri - Sckior Perbankan KR XXX
45 Utang Talam Negeri = Gbiigas: XXX XXX
47 Prominn: {Diskonto) Obligasi XFX XXX
482 ang Jangka Panjang Lainnya XA HKEXK
A4 Jumlash Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX
S0 JUMLAH KEWAJIBAN XXX KNX
o1
o2 EXUITAS
53 ERUITAS XXX XXX
S R/K PPRED
S JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA X XXX

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang

o/
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diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

lain:

1)

2)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan vyang dihadapi dalam
pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas fransaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yvang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.

SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan |

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan SKPD

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan
keuangan SKPD

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan SKPD |

o
b—
et

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 |Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan SKPD

2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 : Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban

3.1.3 | Belanja
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Aset

Kewajiban

: 3.1.5 | Ekuitas

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos asel dan
kewajiban vyang timbul sehubungan dengan
' penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan |
basis kas, untuk entitas akuntansi/entita
pelaporan yang menggunakan basis akrual
] pada Pemda. |
Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkcuangan
Pemda B _
Bab V| Penutup ) |

3.1.
3.1

IS

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib
menyelenggarakan sistem  akuntansi untuk nenyusun
laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas
penggunaan anggaran dan penggunaan barang
milik daerah. Laporan Keuangan  SKPD merupakan tanggung
jawab pengguna anggaran sehingga pada saat
menyampaikan kaporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk
dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab. Surat Pernvataan Tanggung Jawab berisi
pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian internal yang memadai,
dan isinya telah menyvajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layvak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah
sebagai berikut: ~/



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun Anggaran..............
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

¢BUPATI KARANGANYAR/

vy
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR

KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernvataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun Anggaran..............
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. '

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yvang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
' anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
! Pemerintahan.

BUPATI KARANGANYAR,

WA —

JULIYATMONO




